




A. Latar Belakang Masalah 
Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 
1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk 
melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. 
Harapannya agar dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan 
masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah 
memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan 
potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki 
daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. 
Dengan adanya UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 yang berisi 
mengenai Pemerintah Daerah dan UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 
yang berisi mengenai Perimbangan Keuangan Daerah, pelaksanaan otonomi 
daerah ini didukung dengan adanya kedua UU tersebut. Kedua UU pendukung 
pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan pengganti dari UU Republik 
Indonesia No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah di Indonesia yang 
terakhir di bahas yaitu pada UU Republik Indonesia no. 23 Tahun 2014 yang 
meupakan revisi atau pembaharuan dari beberapa pasal UU Republik 
Indonesia no. 23 Tahun 2004. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang 
otonomi daerah merupakan prosedur yang dilihat secara umum dan memenuhi 
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kepada daerah otonom yang sesungguhnya. Aspek penyerahan segala urusan 
dalam pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Otonomi daerah menciptakan 
kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi 
terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 
publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi 
belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah. 
 Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung 
(Permendagri No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus 
dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak 
ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana 
dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset 
tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 
satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, Selanjutnya 
akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya 
pemeliharaan (Nuarisa, 2013).  
Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung 
(Permendagri No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus 
dilakukan secara efektif dan efisien, dimana  belanja  daerah  dapat menjadi  
tolak  ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan 
dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah 
aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung 
melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, 
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Selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya  operasional  dan  
biaya  pemeliharaan (Nuarisa, 2013).  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan 
Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan 
kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi 
pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 
perwujudan asas desentralisasi.  Pemerintah Daerah dalam mengaloksikan 
belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan 
mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima.  Besar kecilnya 
belanja modal akan ditentukan  dari  besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah.  
Sehingga, jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkat kan Belanja Modal, maka 
Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli 
Daerah yang sebesar-besarnya.  
Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai 
kegiatan operasional di daerahnya masing–masing, hal tersebut menimbulkan 
ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, 
Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing–masing 
daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana 
Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat 
yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah 
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Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut 
Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih 
baik kepada publik.  
Peran DAU dapat dijadikan counter atas pembagian dana bagian daerah 
didasarkan atas daerah penghasil (by origin) yang cenderung menimbulkan 
ketimpangan antar daerah, karena daerah mempunyai potensi pajak dan SDA 
yang besar terbatas pada daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, peran DAU 
secara strategis dapat menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas 
potensi fiscal dan kebutuhan dari masing-masing daerah. Pemerintah pusat 
memberikan bantuan transfer kepada pemerintah daerah dengan berbagai 
alasan dan tujuan ekonomi (Halim, 2014). 
Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel 
pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat 
pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  pada  Belanja  
Modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya 
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Daerah 
terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat 
berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga 
tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. 
Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan 
membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 
semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu 
menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber 
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Pendapatan Asli Daerah terutama yang berasal dari pajak daerah akan  semakin  
meningkat dan Dana Alokasi Umum yang merupakan  dana  dari  APBN  yang  
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk  
membiayai  kebutuhan  pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan  
desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang tinggi 
selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan 
pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja 
modal. 
Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan 
asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal, seperti 
pada penelitian Mawarnis, dkk (2013), Susanti dan Fahlevi (2016) dan 
Wandira (2013) menarik perhatian penulis untuk meneliti kembali pengaruh 
pendapatan asli daerah terhadap belanja modal guna mengkonfirmasi hasil riset 
terdahulu. Perbedaan dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel 
pemoderasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat atau 
memperlemah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum 
terhadap belanja modal. 
Penelitian yang dilakukan oleh Adyatma (2015) menyatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Keadaan ini 
menunjukan bahwa pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi tidak memiliki 
kontribusi positif terhadap belanja modal. Hal tersebut diduga dipengaruhi oleh 
factor-faktor lain seperti besar kecilnya PAD dan DAU di tiap-tiap daerah. 
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Penelitian yang dilakukan Pelealu (2013) dan Santosa (2013) menunjukan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 
Sedangkan penelitian Adyatma (2015) dan Lestari, dkk (2016) menunjukan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
Dari hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya maka penulis 
melakukan penelitian terhadap variabel-variabel tersebut dengan 
menambahkan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai moderasi. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan 
judul : 
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap 
Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi (Studi 
pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal 
pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2015-2017? 
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap  Belanja Modal pada 
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-
2017? 
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017? 
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4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi 
Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 
1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap  Belanja Modal 
pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2015-2017. 
2. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap  Belanja Modal 
pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2015-2017. 
3. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada pemerintah 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. 
4. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh 
Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten 





D. Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharpkan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian 
topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 
pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor 
publik. 
c. Menambah pengetahuan tentang pengertian pendapatan asli daerah 
dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal dengan 
pertumbuhan ekonomi sebagai variable pemoderasi serta memberikan 
gambaran menegenai hubungannya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 
belanja modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. 
penelitian ini juga diharapkan akan melatih kemampuan teknis analitis 
yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan 
pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan 
wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
b. Bagi Pemerintah Daerah 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infromasi mengenai 
pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah 
sehingga di masa mendatang daerah otonom dapat mengembangkan 
dan membangun daerahnya dengan sumber pendanaan dan hasil 
kekayaan masing-masing.  
c. Bagi Pengembangan Ilmu 
Penelitian ini diharapkan memberikan referensi mengenai Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran 
Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel 
Pemoderasi. Sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih mudah dalam 














E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini dimaksudakan untuk memberi gambaran 
penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, 
beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 
pengembangan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan Teknik 
pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 
pengumpulan data, definisi variabel dan pengukuran variabel 
serta metode analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Analisis data berisi hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, 
hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, 
keterbatasan, dan saran berdasarkan temuan-temuan dalam 
penelitian. 
